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BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

a. bahwa guna menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.0212011 Tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2A12, perlu disusun Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun Anggaran 2012;

bahwa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat ll dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran
Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
104,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Rl Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 44381;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737\;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4817)

lO.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang,
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

lZ.Pe.aluran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008
Nomor 7);

l3.Peraturan Daerah No.7 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 2025,
Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7.

l4.Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O1O -2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOTUAN

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaniutnya disebut

BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2012 yang disingkat dengan APBD Kabupaten Musi
Rawas T.A. 2012 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan DPRD Kabupaten
Musi Rawas

6. Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas adalah pokok-
pokok kebijakan yang harus diperhatikan oleh SKPD dalam
penyusunan Usulan Program dan Kegaitan serta RKA SKPD'



7. SKPD aciaiah Saiuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Fasal 2

(1). Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, meliputi :

a. Sikronisasi Kebijakan SKPD dalam lingkup Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dengan Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Provinsi dan Pusat;

b. Prinsip Penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas;

c. Teknis Penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas;

d. Standar Biaya dalam Penyusunan APBD Kabupaten Musi
Rawas.

(2). Uraian Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran Peraturan Bupati Musi Rawas ini

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3t Narrrrrtr2O11

BUPATi MUSI RAWAS,

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal ,b $otr.Vrtrt 2011

SEKRET S DAERAH
KABUPA MUSI RAWAS,
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BERITA DAERAH IGBUPATEN iviusl RAWAS TAHUN 2Oi 1 NOfuiOR


